
5. Unnang-Undang Nemer 15 Tahun 20(H tentar..g P<;r..:.c:.·iksaa:u 
Pengelolaan dar; T0.:.-!gg ... mgp.H:a> K~ea;:~.5'8.i1 Negara (Le.mbaran 
Negara Repubiik Indc ce.sia ~·'alh·.:-. 2CO·;. Nomor 66, T<,:n.ball&;i 
Lembaran Nr~gnra ~e;)ublik Indonesia Nemer -1400); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun .1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

:v1e:iimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor Tahun 2013 ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 ; 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 19 TAHUN 2013 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 



26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Tahun 2007 Nomor 19); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang 
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 311); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Presiden N omor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 



Rp. 73.991.006.000,00 

Rp. 320.802.000,00 

Rp. 766.665.525.380,00 

86.143.545,00 Rp. 

Rp. 683.802.507.835,00 

Rp. 8.465.066.000,00 

a. Belanja Tidak Langsung 
1). Belanja Pegawai 

2). Belanja Hi bah 

3). Belanja Bagi Hasil 

4). Belanja Bantuan Keuangan 

5). Belanja Tidak Terduga 

2. Belanja 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 170.292.777.750,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.225.727.325.687,27 

b. Dana Perimbangan 

Rp. 49.362.536.451,27 

Rp.1.006.072.011.486.00 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Pendapatan 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012 terdiri atas : 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

MEMUTUSKAN: 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ... Tahun 
2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor .... ); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 
Nomor 02); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 
2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 
Nomor 06); 

Menetapkan : 



Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Lampung Timur ini. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur ini. 

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 iirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Timur 
mi. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 
Rp. 108.073.557.190,93 

Rp. 135.083.353.149,66 

Rp. 4.003.477.000,00 

Rp. 131.079.876.149,66 

Rp. 55.354.344.000,00 

Rp. 238.702.517.729,00 
Rp. 188.011.257.537,00 

Rp. 482.068.119.266,00 

Rp.1.248. 733.644.646,00 

Rp. (23.006.318.958,73) 

3. Pembiayaan 
1). Penerimaan Pem biayaan 

2). Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Jumlah Belanja 

Surplus I Defisit 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai 

2). Belanja Barang dan Jasa 
3). Belanja Modal 



BERJTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR f".:) 

..- Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal It ~ptemt;er 2013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

PARAF KOORDINP,SI 
1. SEKDAKAB. j'1' 
2. ASS. I 1-i 
3. ASS.II r JI 

' l 4. ASS.ID ·- - ~~o 1' j"' 5. 
6 .. RAG.HUKUM b 

7. \ 

fJ. I WAYAN SUTARJA 

ERWIN ARIFIN 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal It ~"pte-rnber 2013 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 


